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DAFTAR SYARAT PENGURUSAN IJIN 
PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI SULAWESI UTARA 
 
 
BERKAITAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 
 

No Jenis Izin Persyaratan 

1. KETENAGALISTRIKAN IZIN USAHA KELISTRIKAN 
UMUM 

2. KETENAGALISTRIKAN IZIN USAHA KELISTRIKAN 
KEPERLUAN SENDIRI 

1. LOKASI PROYEK 
2. JENIS KAPASITAS DAN 

PEMBANGKIT LISTRIK 
3. JENIS ENERGI PRIMER YANG 

DIGUNAKAN 
4. WILAYAH USAHA 
5. PEMBANGUNAN 
6. JADWAL PENDANAAN 
7. JADWAL PENGOPERASIAN 

JADWAL PENGGUNAAN TENAGA 
KERJA ASING MAUPUN LOKAL 
BAIK SELAMA MASA 
PEMBANGUNAN MAUPUN 
SELAMA MASA BEROPERASI 

8. DOKUMEN PERSETUJUAN 
ANALISA MENGENAI DAMPAK 
LINGKUNGAN 

3. REKOMENDASI PENDIRIAN SPBU 
4. REKOMENDASI SIPA DAN REKOMENDASI JURU BOR 

  

5. SURAT IZIN KUASA PERTAMBANGAN (KP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• KP PERMOHONAN BARU 
1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN 
4. TANDA BUKTI PENYETORAN 

UANG JAMINAN KESUNGGUHAN 
• KP EKSPLORASI 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. LAPORAN LENGKAP 

PENYELIDIKAN UMUM 
4. TANDA BUKTI PELUNASAN 

IURAN TETAP 
5. RENCANA KERJA DAN BIAYA 

• KP EKSPLOITASI 
- PENINGKATAN KUASA 

PERTAMBANGAN EKSPLORASI 
1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. LAPORAN LENGKAP 

PENYELIDIKAN UMUM 
4. TANDA BUKTI PELUNASAN 

IURAN TETAP 
5. RENCANA KERJA DAN 

BIAYA 
 

6. 
 

SURAT IZIN KONTRAK KARYA (KK)  

7. SURAT IZIN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN 
PERTAMBANGAN DAN BATUBARA (KPK2B) 

1. IZIN PENGIRIMAN CONTOH RUAH 
(DIBERIKAN HANYA SATU 
KALI) 

2. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN 
3. PERSETUJUAN RENCANA KERJA 

DAN BIAYA 
4. SURAT IZIN PENYELIDIKAN 

PENDAHULUAN (SIPP) 
5. PERSETUJUAN PRINSIP APLIKASI 
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8. KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM ATAU 
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (PEMOHON 
BARU) 

1. SURAT PERMOHONAN 
1. PETA WILAYAH 
2. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN 

YANG SALAH SATU MAKSUD DAN 
TUJUANNYA MENYEBUTKAN 
BERUSAHA DI DIDANG 
PERTAMBANGANDAN TELAH 
DISAHKAN OLEH DEPT. 
KEHAKIMAN DAN HAM 

3. TANDA BUKTI PENYETORAN UANG 
JAMINAN KESUNGGUHAN 

5. LAPORAN KEUANGAN BAGI 
PERUSAHAAN BARU DAN LAPORAN 
KEUANGAN TAHUN TERAKHIR 
YANG TELAH DIAUDIT OLEH 
AKUNTAN PUBLIK BAGI 
PERUSAHAAN LAMA 

9. PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN 
PENYELIDIKAN UMUM 

1. SURAT PERMOHONAN 
1. PETA WILAYAH 
2. LAPORAN KEGIATAN 

PENYELIDIKAN UMUM 
3. RENCANA KERJA DAN BIAYA 
 TANDA BUKTI PELUNASAN IURAN 

TETAP. 
 

10. KUASA PERTAMBANGAN EKPLORASI : 
• SEBAGAI PENINGKATAN KUASA PERTAMBANGAN 

PENYELIDIKAN UMUM 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. LAPORAN LENGKAP PENYELIDIKAN 

UMUM 
4. TANDA BUKTI PELUNASAN IURAN 

TETAP 
5. RENCANA KERJA DAN BIAYA 

11. • KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BUKAN 
PENINGKATAN KUASA PERTAMBANGAN 
PENYELIDIKAN UMUM 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN 

YANG SALAH SATU MAKSUD DAN 
TUJUANNYA MENYEBUTKAN 
BERUSAHA DI DIDANG 
PERTAMBANGANDAN TELAH 
DISAHKAN OLEH DEPT. 
KEHAKIMAN DAN HAM 

4. ANGGARAN DASAR YANG SALAH 
SATU MAKSUD DAN TUJUANNYA 
MENYEBUTKAN 
BERUSAHADIBIDANG 
PERTAMBANGAN DAN TELAH 
DISAHKAN OLEH INSTANSI YANG 
BERWENANG KHUSUS UNTUK 
KOPERASI/KUD 

5. REKOMENDASI DARI DINAS 
KOPERASI DAN USAHA KECIL 
KHUSUS UNTUK KOPERASI/KUD 

12. PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI 1 SURAT PERMOHONAN 
2 PETA WILAYAH 
3 LAPORAN KEGIATAN EKSPLORASI 
4 RENCANA KERJA DAN BIAYA 
5 TANDA BUKTI PELUNASAN IURAN 

TETAP 
 

13. IZIN PENGIRIMAN CONTOH RUAH (DIBERIKAN HANYA 
SATU KALI). 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. SALINAN/KOPI SURAT KEPUTUSAN 

KUASA PERTAMBANGAN 
3. BUKTI PELUNASAN IURAN TETAP 

DAN IURAN EKPLORASI 
4. PETA RENCANA TAMBANG 

PERCOBAAN 
5. RENCANA TUJUAN, JUMLAH DAN 

KUALITAS PENGIRIMAN CONTOH 
6. DOKUMEN AMDAL/UKL-UPL 

KEGIATAN PENGAMBILAN CONTOH 
RUAH YANG TELAH DISETUJUI 
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14. KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI: 
• PENINGKATAN KUASA PERTAMBANGAN 

EKSPLORASI 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. LAPORAN LENGKAP EKSPLORASI 
4. LAPORAN STUDI KELAYAKAN 
5. DOKUMEN AMDAL ATAU UKL / UPL 
6. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN 

YANG SALAH SATU DARI MAKSUD 
DAN TUJUANNYA MENYEBUTKAN 
BERUSAHA DI BIDANG 
PERTAMBANGAN DAN TELAH 
DISAHKAN OLEH DEPARTEMEN 
KEHAKIMAN DAN HAM 

7. REKOMENDASI DARI DINAS 
KOPERASI 

15. • K. P EKSPLOITASI BARU (BUKAN SEBAGAI 
PENINGKATAN KUASA PERTAMBANGAN 
EKSPLORASI) KHUSUS UNTUK KOPERASI/KUD 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. LAPORAN LENGKAP EKSPLORASI 
4. LAPORAN STUDI KELAYAKAN 
5. DOKUMEN AMDAL ATAU UKL / UPL 
6. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN 

YANG SALAH SATU DARI MAKSUD 
DAN TUJUANNYA MENYEBUTKAN 
BERUSAHA DI BIDANG 
PERTAMBANGAN DAN TELAH 
DISAHKAN OLEH DEPARTEMEN 
KEHAKIMAN DAN HAM 

7. REKOMENDASI DARI DINAS 
KOPERASI 

16. PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. TANDA BUKTI PELUNASAN IURAN 

TETAP DAN IURAN EKSPLORASI 
4. LAPORAN AKHIR KEGIATAN 

EKSPLORASI 
5. LAPORAN PELAKSAAAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
6. RENCANA KERJA DAN BIAYA 

17. KUASA PERTAMBANGAN PENGOLAHAN DAN 
PEMURNIAN SERTA PERPANJANGANNYA 
(MANDIRI/BAGI YANG TIDAK MEMPUNYAI KP 
EKSPLOITASI). 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. RENCANA TEKNIS PENGELOLAAN 

DAN PEMURNIAN 
3. DOKUMEN AMDAL ATAU UKL/UPL 
4. PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN 

PEMEGANG KUASA 
PERTAMBANGAN EKSPLOITASI 

5. LAPORAN KEGIATAN PENGOLAHAN 
DAN PEMURNIAN YANG TELAH 
DILAKUKAN (UNTUK 
PERPANJANGAN) 

18. PENGAKHIRAN DAN PENGEMBALIAN KUASA 
PERTAMBANGAN 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. LAPORAN AKHIR KEGIATAN 
3. TANDA BUKTI PELUNASAN IURAN 

TETAP DAN/ATAU EKSPLOITASI 
4. LAPORAN PELAKSANAAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN 
RENCANA KEGIATAN PASCA 
TAMBANG (UNTUK KP EKSPLORASI) 

 
19. PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN 1. SURAT PERMOHONAN 

2. SURAT PERNYATAAN PEMEGANG 
KUASA PERTAMBANGAN 

3. BERITA ACARA SERAH TERIMA 
4. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN 

BARU YANG SALAH SATU DARI 
MAKSUD DAN TUJUANNYA 
MENYEBUTKAN BERUSAHA DI 
BIDANG PERTAMBANGAN DAN 
TELAH DISAHKAN OLEH 
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN 
HAM 
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20. 
 
 
 
. 

RALAT BATAS DAN LUAS WILAYAH 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. ALASAN PERUBAHAN BATAS DAN 

LUAS WILAYAH 

21. IZIN PENGIRIMAN CONTOH RUAH (DIBERIKAN HANYA 
SATU KALI). 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. SALINAN/KOPI SURAT KEPUTUSAN 

PENETAPAN TAHAPAN KEGIATAN 
STUDI KELAYAKAN 

3. BUKTI PELUNASAN IURAN TETAP 
DAN RAYALTI PERTAMBANGAN 

4. PETA RENCANA TAMBANG 
PERCOBAAN 

5. RENCANA TUJUAN, JUMLAH DAN 
KUALITAS PENGIRIMAN CONTOH 

6. DOKUMEN AMDAL/UKL-UPL 
KEGIATAN PENGAMBILAN CONTOH 
RUAH YANG TELAH DISETUJUI 

22. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN 1. SURAT PERMOHONAN 
2. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN 
3. FOTO COPY DOMISILI 
4. DAFTAR PIMPINAN UMUM 

PERUSAHAAN DAN ALAMAT 
5. DAFTAR TENAGA AHLI 
6. DAFTAR PERALATAN 

23. PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN BIAYA 1. SURAT PERMOHONAN 
2. LAPORAN KEGIATAN 
3. LAPORAN RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BIAYA 

24. SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP) 1. PETA WILAYAH 
2. RENCANA KERJA DAN BIAYA 
3. SURAT PERSETUJUAN PRINSIP 

25. PERSETUJUAN PRINSIP APLIKASI 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. BUKTI SETOR JAMINAN 

KESUNGGUHAN (SALINAN/FOTO 
COPY TRANSFER) 

4. LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN 
KEUANGAN 3 (TIGA) TAHUN 
TERAKHIR YANG DIAUDIT OLEH 
AKUNTAN PUBLIK KECUALI BAGI 
PEMOHON BARU 

5. SURAT KUASA DIREKSI YANG 
DIKETAHUI KOMISARIS UNTUK 
PENANDATANGANAN 
PERMOHONAN 

6. KESEPAKATAN BERSAMA DALAM 
HAL PEMOHONNYA DARI A(SATU) 
PIHAK 

26. PERPANJANGAN SIPP 1. PETA WILAYAH 
2. LAPORAN HASIL KEGIATAN SIPP 
3. RENCANA KERJA DAN BIAYA 

PERPANJANGAN SIPP 
27. PERSETUJUAN TAHAP KEGIATAN PENYELIDIKAN 

UMUM 
SURAT PERMOHONAN 
PETA WILAYAH 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

TAHAP PENYELIDIKAN UMUM 
BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 

KEUANGAN 
LAPORAN KEGIATAN SIPP (BILA 

MELALUI SIPP). 
 

28. PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN PENYELIDIKAN 
UMUM 

2. SURAT PERMOHONAN 
3. PETA WILAYAH 
4. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BIAYA TAHAP PERPANJANGAN 
PENYELIDIKAN UMUM 

5. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 
KEUANGAN 

6. LAPORAN HASIL KEGIATAN 
PENYELIDIKAN UMUM 
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29. PEMULAAN TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BIAYA TAHAP EKSPLORASI 
4. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 

KEUANGAN 
5. LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN 

UMUM 
 

30. PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BIAYA PERPANJANGAN TAHAP 
EKSPLORASI 

4. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 
KEUANGAN 

5. LAPORAN KEMAJUAN EKSPLORASI 
 

31. TAHAP STUDI KELAYAKAN 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BIAYA TAHAP STUDI KELAYAKAN 
4. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 

KEUANGAN 
5. LAPORAN AKHIR EKSPLORASI 
 

32. PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN STUDI KELAYAKAN 
(BAGI KK/PKP2B YANG SUDAH ADA) 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BIAYA PERPANJANGAN TAHAP 
STUDI KELAYAKAN 

4. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 
KEUANGAN 

5. LAPORAN KEMAJUAN STUDI 
KELAYAKAN 

 
33. TAHAP KONSTRUKSI 1. SURAT PERMOHONAN 

2. PETA WILAYAH 
3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BIAYA TAHAP KONSTRUKSI 
4. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 

KEUANGAN 
5. PERSETUJUAN LAPORAN STUDI 

KELAYAKAN 
6. PERSETUJUAN AMDAL (ANDAL, RKL 

DAN RPL) 
 

34. TAHAP OPERASI PRODUKSI 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BIAYA TAHAP OPERASI PRODUKSI 
4. LAPORAN AKHIR KONSTRUKSI 
5. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 

KEUANGAN 
6. PERSETUJUAN LAPORAN TAHAP 

KONSTRUKSI 
 

35. PERPANJANGAN TAHAP OPERASI PRODUKSI 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

BIAYA PERPANJANGAN TAHAP 
OPERASI PRODUKSI 

4. PERSETUJUAN STUDI KELAYAKAN 
BARU (REVISI) 

5. PERSETUJUAN AMDAL, RKL DAN 
RPL (REVISI) 

6. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 
KEUANGAN 
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36. PENUNDAAN KEGIATAN 1. SURAT PERMOHONAN 
2. LAPORAN KEGIATAN AKHIR 
3. DASAR / ALASAN PENGAJUAN 

SUSPENSI / PENUNDAAN 
4. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 

KEUANGAN 
 

37. PEMBATALAN / TERMINASI 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH PEMBATALAN 
3. LAPORAN LENGKAP KEGIATAN 

AKHIR 
4. PERSETUJUAN HASIL RAPAT UMUM 

PEMEGANG SAHAM (RUPS) 
PERUSAHAAN 

5. RENCANA PENJUALAN ASET) 
6. EVALUASI PELAKSANAAN K3 DAN 

LINGKUNGAN 
 

38. PERUBAHAN LUAS WILAYAH KK/PKP2B 1. SURAT PERMOHONAN 
2. PETA WILAYAH 
3. LAPORAN RENCANA PENCIUTAN / 

PERLUASAN WILAYAH 
4. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 

KEUANGAN 
5. LAPORAN KEGIATAN AKHIR  
 

39. PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM 1. SURAT PERMOHONAN 
2. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN 

YANG TELAH DISAHKAN OLEH 
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN 
HAM 

3. HASIL KEPUTUSAN RUPS LUAR 
BIASA 

4. LAPORAN KEUANGAN 2 TAHUN 
TERAKHIR YANG TELAH DIAUDIT 
AKUNTAN PUBLIK 

5. DRAFT AKTE JUAL BELI SAHAM 
 

40. PERSETUJUAN PERUBAHAN MITRA KERJA ASING DAN 
NASIONAL (KHUSUS PKP2B) 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. PROFIL PERUSAHAAN 
3. AKTE PERUSAHAAN 

41. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN BIAYA 1. SURAT PERMOHONAN 
2. LAPORAN KEGIATAN 
3. DASAR / ALASAN PERUBAHAN 

RENCANA KERJA DAN BIAYA 
4. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BIAYA 

 
42. PENCAIRAN SECURITY DEPOSIT 1. SURAT PERMOHONAN 

2. BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN 
KEGIATAN 

3. BUKTI TELAH MEMBAYAR IURAN 
TETAP/DEADRENT 

 
43. PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN 1. SURAT PERMOHONAN 

2. SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK 
MENGALIHKAN SAHAM SAMPAI 
KK/PKP2B DITANDATANGANI 

 
44. PERSETUJUAN KONTRAK JUAL BELI HASIL TAMBANG 

BAGI PERUSAHAAN YANG BERAFILIASI 
1. SURAT PERMOHONAN 
2. SURAT KETERANGAN STATUS 

PERUSAHAAN 
3. NASKAH/DRAFT PERJANJIAN JUAL 

BELI 
 

45. REKOMENDASI PERUBAHAN AKTE PENDIRIAN 
PERUSAHAAN 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. DASAR/ALASAN PERUBAHAN AKTE 

PENDIRIAN PERUSAHAAN 
3. AKTE PERUBAHAN 
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46. REKOMENDASI PERUBAHAN INVESTASI 1. SURAT PERMOHONAN 
2. DASAR/ALASAN PERUBAHAN 

INVESTASI 
3. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 

KEUANGAN 
 

47. REKOMENDASI KONSOLIDASI BIAYA 1. SURAT PERMOHONAN 
2. LAPORANKEUANGAN 2(DUA) 

TAHUN TERAKHIR YANG TELAH 
DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK 

3. BUKTI PEMBAYARAN KEWAJIBAN 
KEUANGAN 

 
48. REKOMENDASI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA 

KERJA ASING (RPTKA) 
1. SURAT PERMOHONAN 
2. DASAR/ALASAN PENGGUNAAN 

TENAGA KERJA ASING 
3. DAFTAR ISIAN RPTKA DARI 

DEPNAKER 
4. STRUKTUR ORGANISASI 

PERUSAHAAN 
 

49. REKOMENDASI IZIN KERJA TENAGA ASING (IKTA) 1. SURAT PERMOHONAN 
2. SALINAN/FOTO COPY PERSETUJUAN 

RPTKA DARI DEPNAKER 
3. KUALIFIKASI TKA 
4. PASPOR DAN VISA TKA 
 

50. REKOMENDASI BARANG MODAL 1. SURAT PERMOHONAN 
2. REALISASI BARANG MODAL TAHUN 

SEBELUMNYA 
3. DAFTAR KEBUTUHAN BARANG 

MODAL 
4. BARANG MODAL TAHUN 

SEBELUMNYA YANG BELUM 
DIREALISASIKAN MASUK DALAM 
DAFTAR KEBUTUHAN BARANG 
MODAL (B) 

 
51. REKOMENDASI RE-EKSPOR BARANG/PERALATAN 1. SURAT PERMOHONAN 

2. DASAR/ALASAN PERMOHONAN RE-
EKSPOR BARANG/PERALATAN 
DENGAN MASA PENGGUNAAN 
YANG WAJAR 

3. DAFTAR BARANG-
BARANG/PERALATAN YANG AKAN 
DIEKSPOR 

 
52. REKOMENDASI PENGHAPUSAN BARANG MODAL 1. SURAT PERMOHONAN 

2. DAFTAR BARANG/PERALATAN 
YANG AKAN DIHAPUSKAN 

3. DASAR/ALASAN BAHWA BARANG 
SUDAH TIDAK EKONOMIS LAGI 

 
53. REKOMENDASI IMPOR BARANG/PERALATAN DENGAN 

FASILITAS OB23 
1. SURAT PERMOHONAN 
2. FOTO KOPI PERJANJIAN PEMILIK 

BARANG DILUAR NEGERI DENGAN 
PEMAKAI 

3. DAFTAR BARANG/PERALATAN 
PINJAM PAKAI SEMENTARA YANG 
AKAN DIIMPOR 

4. ALASAN/DASAR PENGGUNAAN 
BARANG/PERALATAN PINJAM 
PAKAI SEMENTARA 

 
54. REKOMENDASI SECURITY CLEARANCE SURVEY UDARA 1. SURAT PERMOHONAN 

2. DAFTAR NAMA TENAGA AHLI 
INDONESIA DAN ASING 
DILENGKAPI DENGAN IKTA 

3. DAFTAR PERALATAN SURVEI 
UDARA 

4. KETERANGAN LOKASI KEGIATAN 
 



 

 8

55. REKOMENDASI PENGEMBANGAN PELABUHAN KHUSUS 
KEGIATAN TAMBANG 

1. SURAT PERMOHONAN 
2. DESAIN PELABUHAN 
ANDAL/RKL-RPL WILAYAH 
PELABUHAN 

 


